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ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penerapan Collaborative Governance dalam
pengembangan destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan di DKI Jakarta.
Tujuannya adalah mengeksplorasi dinamika kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat lokal, UMKM, tokoh budaya, media,
akademisi, dan sektor swasta, guna mencapai pengelolaan dan promosi destinasi yang
efektif. Kolaborasi ini dianggap penting untuk mempertahankan daya tarik budaya Betawi
sebagai bagian dari identitas pariwisata lokal.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi
kasus, didukung oleh kerangka Collaborative Governance Regime dari Emerson dan
Nabatchi (2015). Kerangka ini menekankan pentingnya partisipasi jangka panjang yang
fleksibel serta hubungan horizontal di antara pemangku kepentingan. Temuan penelitian
mengindikasikan adanya beberapa kendala, seperti kurangnya keterlibatan formal antara
pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Setu Babakan. Selain itu, analisis
menunjukkan bahwa aspek seperti keragaman atraksi wisata, keterlibatan masyarakat,
infrastruktur, dan promosi juga menjadi tantangan dalam mendukung Setu Babakan sebagai
destinasi budaya.

Hasil penelitian merekomendasikan pembentukan kesepakatan formal melalui MoU,
pembentukan tim kerja kolaboratif, dan pengembangan platform digital sebagai media
komunikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas pengambilan
keputusan, dan memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan. Di samping itu, platform
digital diharapkan dapat memperluas promosi Setu Babakan sebagai destinasi budaya,
memperkuat aset budaya Betawi, dan mendukung peningkatan manfaat ekonomi bagi
masyarakat setempat.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pariwisata, Perkampungan Budaya Betawi
ABSTRACT

This research on Collaborative Governance for Tourism Development at the Betawi
Cultural Village of Setu Babakan in DKI Jakarta aims to explore the collaborative dynamics
within this cultural tourism destination. Effective management and promotion of Setu Babakan
rely on structured collaboration among various stakeholders, including government
institutions, local communities, SMEs, cultural leaders, media, universities, and the private
sector, all of whom play crucial roles in sustaining this heritage site.
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Using a qualitative descriptive method with a case study approach, the research seeks
a deep understanding of the factors influencing the application of collaborative governance in
tourism development. Based on Emerson and Nabatchi's (2015) Collaborative Governance
Regime, which stresses the need for long-term participatory systems and flexible, horizontal
stakeholder relationships, the study reveals significant gaps in collaboration. Key influences
on Setu Babakan's development include diverse tourist attractions, planning documentation
needs, community engagement, infrastructure, and promotion efforts.

The findings indicate that, while Betawi culture is a core asset, stakeholder
collaboration remains informal, with limited dialogue and no formal framework, such as MoUs
or detailed SOPs, to guide the interactions. Challenges include the need for structured
mediation and clearer roles within a collaborative framework. The study recommends
establishing formal agreements, forming collaborative work teams, and creating digital
communication platforms to strengthen coordination and improve economic outcomes.
Expected results include enhanced decision-making, stronger stakeholder relationships, and
optimized digital tools to promote Setu Babakan

Keywords: Collaborative Governance, Tourism, Betawi Cultural Village
PENDAHULUAN

Kedudukan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global, dalam
Undang-Undang No. 2 Tahun 2024, mencerminkan peran strategis Jakarta dalam konteks
ekonomi dan global. Penetapan Jakarta sebagai Provinsi Daerah Khusus memberikan
kewenangan khusus dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini menjadi
landasan hukum untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang mendukung posisi Jakarta
sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Penguatan wisata budaya, terutama
kebudayaan Betawi menjadi salah satu prioritasi menuju pesyaratan kota Global, dimana
salah satu indikator Kota global adalah memiliki daya tarik budaya yang kuat, seperti museum,
pusat seni, dan acara internasional, yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan profil
kota di mata dunia.

Dengan meningkatnya aktivitas pariwisata, akan tercipta permintaan akan berbagai
jenis pekerjaan seperti pemandu wisata, pengelola homestay, pengrajin kerajinan lokal, dan
petani organik, adanya pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru,
perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan dapat meningkat. Hal ini akan
berdampak positif pada peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan taraf hidup masyarakat
desa. Dengan memperkuat sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata, akan
tercipta sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Hal ini akan
membantu dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi lokal dan memperkuat
ketahanan ekonomi masyarakat desa terhadap perubahan eksternal.
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Perkampungan budaya memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dengan
menggunakan konsep wisata berbasis masyarakat. Pengelolaan pariwisata yang dimulai
oleh masyarakat lokal dan didukung oleh kemitraan multipihak akan mendorong kemajuan
ekonomi secara mandiri, menghasilkan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing (Efendi
et al., 2021). Sektor pariwisata membantu pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Ekonomi
negara yang kuat bergantung pada ekonomi lokal yang sehat; namun, perekonomian yang
kuat hanya dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun
daerahnya (Luhut B. Pandjaitan).

Tujuan, visi, dan misi destinasi wisata menentukan seberapa efektif keterlibatan
pihak dalam pengelolaan wisata. Beberapa tujuan pengembangan destinasi wisata termasuk
meningkatkan karakteristik wisata, mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai
objek wisata, meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat, dan memainkan peran
masyarakat dan masyarakat sebagai pihak yang diuntungkan. (Itah Masitah, 2019).

Dalam perspektif pengembangan produk wisata, pemanfaatan dan pengelolaan
merupakan tahap pengembangan kawasan wisata dalam menciptakan variasi produk yang
menawarkan jasa dalam berbagai bentuk usaha untuk mendapatkan nilai tambah bagi
perekonomian masyarakat (Kasim et al., 2020). Beberapa contoh upaya pemerintah Provinsi
DKI Jakarta untuk mendukung pengembangan budaya kota termasuk upaya untuk
merevitalisasi, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Betawi dan kebudayaan
daerah lainnya. Ini adalah bagian dari promosi wisata budaya DKI Jakarta. Menurut Renstra
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, pengembangan pariwisata dan
wisata budaya Betawi di Setu Babakan akan berfokus pada pelestarian budaya betawi,
pengembangan destinasi wisata, festival dan kuliner betawi, pemberdayaan masyarakat
lokal, pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas, program edukasi dan kegiatan, dan
promosi melalui media sosial.

Dari segi capaian pengunjung, Kampung Betawi Setu Babakan berkontribusi cukup
besar, seperti dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Kunjungan Wisata ke Perkampungan Budaya Betawi

Setu Babakan 2013-2023

Wisatawan Wisatawan

Nusantara Mancanegara LllEl
2014 204.141 216 204.357
2015 302.531 281 302.812
2016 346.557 302 346.859
2017 517.503 302 517.805
2018 437.733 33 437.766
2019 471.847 63 471.910
2020 147.784 37 147.821
2021 44.129 3 44.132
2022 225.486 30 225516
2023 242.432 306 242.738

Sumber: Disparekraf Provinsi DKI Jakarta, 2023
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Kolaborasi memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan karena tidak hanya
meningkatkan kesadaran akan masalah tetapi juga membantu mengatasi akar masalah
melalui kerja sama serta kolaborasi banyak membangun hal penting dalam mencapai tujuan
yang keberlanjutan (Moseley, 2020). Sejalan dengan arah pembangunan kepariwisataan
nasional dalam Peraturan Pemerintah 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Pariwisata Nasional pasal 2 bahwa pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan
dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan; tata kelola
yang baik; secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Berdasarkan hal tersebut, aspek yang tidak
kalah penting dalam membangun destinasi wisata adalah sinergitas antar stakeholder sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Instansi Pemerintah (UKPD, OPD) dan Swasta memiliki kewajiban mendukung
program dan pembangunan dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Untuk aktor
non pemerintah pelaku usaha, swasta, masyarakat, komunitas dan pengunjung
mendukung pengembangan pariwisata Setu Babakan melalui pemanfaatan potensi,
menerima edukasi , masukan atas perencanaan dan pendampingan dalam pengelolaan
destinasi wisata Setu Babakan.

Gambar 2. Stakeholder dalam Pengembangan Setu Babakan

Pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi

Organisasi Pemerintah Masvarakat Komunitas Pelaku Usaha/
Perangkat Daerah Pusat y swasta
(OPN)

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun
2005 dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 305 tahun 2014, diolah penulis (2024).

Dari uraian dan penjelasan mengenai pariwisata melalui data dukung terkait
pembangunan destinasi wisata DKI Jakarta, Peneliti menganggap perlu untuk dilakukan
penelitian terkait bagaimana collaborative governance dalam pengembangan destinasi
wisata budaya pada Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

Permasalahan dalam pengembangan Setu Babakan sebagai destinasi wisata
budaya Betawi di DKI Jakarta mencakup berbagai aspek yang belum optimal, baik dari segi
daya tarik wisata, terutama untuk wisatawan mancanegara, maupun dari sisi dukungan
pemangku kepentingan. Sebagai lokasi pelestarian budaya Betawi, pengelolaan Setu
Babakan belum sepenuhnya terintegrasi dan efektif untuk menarik perhatian pengunjung,
termasuk keterlibatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang masih kurang dalam hal
promosi. Selain itu, dukungan program dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga
terbatas, sehingga Setu Babakan belum masuk ke dalam daftar destinasi unggulan provinsi.
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Tabel 2. Kunjungan Wisata Pada Obyek Wisata Unggulan 2020-2023

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata

Objek Wisata Unggulan Unggulan Menurut Lokasi di DKI Jakarta
2020 2021 2022 2023
1. Taman Impian Jaya Ancol 2.351.961 3.248.408 13.012.020 11.293.063
2. Taman Mini Indonesia Indah 1.123.542 889.993 1.057.316 2.770.013
3. Ragunan 633.963 784.639 6.551.846 5.592.524
4. Monumen Nasional 443,034 - 5.007.359 7.321.940
5. Museum Nasional 67.088 28.700 523.141 302.929
6. Museum Satria Mandala 3.183 2.465 - 24.884
7. Museum Sejarah Jakarta 153.223 51.952 542.554 615.877
8. Pelabuhan Sunda Kelapa 16.348 32.950 12.256 27.614
Jumlah/Total 4.792.342 5.039.107 26.706.492 27.948.844

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DK| Jakarta 2024

Lebih lanjut, perubahan status DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta dengan
aspirasi kota global menekankan pentingnya daya tarik wisata budaya. Namun, pengelolaan
Setu Babakan sebagai destinasi budaya lokal masih belum tertata dengan baik. Hal ini
menunjukkan adanya kebutuhan akan kolaborasi yang lebih kuat dan pengelolaan yang lebih
strategis antara stakeholder agar dapat mewujudkan Setu Babakan sebagai destinasi wisata
budaya yang unggul.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama
mengarah pada pengembangan desa wisata dalam sisi collaborative governance. Bogdan
dan Taylor (Janosik, 2005) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan prilaku yang dapat diamati’. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang
alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis
data secara induktif, lebih mementingkan proses daripad hasil penelitian yang dilakukan
disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat
postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik
pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada
generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan,
menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan
diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau
suatu kejadian(Bungin, 2013).

Penelitian berjudul Collaborative Governance Pengembangan Destinasi Wisata Pada
Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Provinsi DKI Jakarta akan fokus pada faktor
apa yang mempengaruhi collaborative governance pengembangan destinasi wisata Setu
Babakan menggunakan model CGR Emerson dan Nabatchi. Setelah dilakukan analisis
faktor yang menghambat dan mendorong kebijakan pengembangan Setu Babakan,
kemudian akan dirumuskan dalam bentuk model collaborative governance untuk mendorong
pengembangan destinasi wisata.

Informan penelitian adalah 11 (sebelas) orang key informan terdiri dari unsur pemerintah
dan non pemerintah. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu
Babakan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Direktorat Pengembangan Destinasi | Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Kelurahan Srengseng Sawah, Kelompok Sadar Wisata, Perkampungan
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Budaya Betawi Setu Babakan, Jurnalis media online/ pegiat media sosial, Pelaku Usaha
Wisata UMKM , Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi
dan Pengunjung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menjawab rumusan masalah terkait mengapa pengembangan pariwisata
belum optimal dan model kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan destinasi wisata
Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan destinasi pariwisata
Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

a. Sistem Konteks

Secara umum, gambaran system konteks pengembangan Perkampungan Budaya
Betawi Setu Babakan dalam membentuk kolaborasi masing masing-aktor:

1. Daya tarik budaya Betawi menjadi aset utama, namun perlu ada perbaikan dalam
infrastruktur dan partisipasi sumber daya manusia lokal untuk menjamin keberlanjutan
kolaborasi.

2. Kebijakan yang jelas berperan sebagai landasan hukum yang memberikan arahan
jelas bagi para aktor dalam proses kolaborasi. Dalam konteks Setu

3. Babakan, kebijakan seperti Perda No. 3 Tahun 2005 dan Pergub No. 57 Tahun 2022
memang sudah ada, menurut para informan, kebijakan ini belum cukup spesifik untuk
membagi tugas dan mengatur kolaborasi secara lebih rinci. Kebijakan yang bersifat
top-down dan sering kali tidak melibatkan masyarakat atau stakeholder terkait secara
langsung dalam proses pengambilan keputusan.

4. Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam mendukung berbagai inisiatif dalam
pengembangan wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, namun
distribusi kewenangan yang tidak merata menghambat keterlibatan aktif dari
masyarakat dan sektor swasta.

5. Keterlibatan berbagai stakeholder belum terorganisir secara formal, dan komunikasi
masih sangat bergantung pada hubungan informal. Di Setu Babakan, sudah banyak
stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan, mulai dari
pemerintah daerah, UMKM, komunitas lokal, hingga sektor swasta. Namun, karena
tidak ada koordinasi yang terstruktur, setiap pihak cenderung bekerja sendiri-sendiri
menyebabkan kurangnya sinergi.

6. Minimnya dialog dengan melibatkan masyarakat dan beberapa masukan dan ide dari
stakeholder tidak semua ditindaklanjuti mendorong situasi ketidakpercayaan di
masyarakat untuk berkolaborasi.

7. Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan pariwisata Perkampungan Budaya
Betawi Setu Babakan sering kali tidak formal sehingga kurang optimal dalam
mendorong pariwisata

Sebagai upaya mempromosikan dan melestarikan warisan budaya untuk
meningkatkan daya tarik wisata terdapat beberapa elemen penting yang harus
dipertimbangkan dalam hal ini. Pertama, menemukan dan mengelola kekayaan budaya lokal
yang dapat menarik wisatawan, seperti situs sejarah, tradisi, seni, dan kerajinan lokal.
Misalnya, sebuah destinasi yang memiliki kesenian, warisan bangunan, dan kuliner dan hal-
hal tradisional dapat mengadakan atraksi atau pertunjukan rutin untuk menarik pengunjung.

Dari seluruh hasil wawancara dengan para narasumber maka dapat diketahui bahwa
yang menjadi hal utama perlu diperhatikan dalam pengembangan destinasi wisata
Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan adalah :
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a. Atraksi dan keragaman pilihan aktivitas wisatawan. Sebagaimana dalam wawancara
dengan beberapa key informan bahwa Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
memiliki berbagai potensi atraksi. Variasi dari atraksi dan aktivitas menjadi value untuk
menarik wisatawan

b. Dokumen perencanaan / masterplan pembangunan kawasan. Dokumen perencanaan
diperlukan sebagai guideline dalam pengembangan destinasi Perkampungan budaya
Betawi setu babakan.

c. Pelibatan dan partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku usaha dan pihak
yag juga berinteraksi dengan pengunjung serta cerminan kualitas SDM di destinasi.

d. Infrastruktur dan aksesibilitas menuju Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

e. Program promosi. Kegiatan promosi, seperti lomba, pameran, dan pagelaran, budaya
Betawi dapat dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda serta masyarakat
luas. Promosi menjadi wadah untuk menampilkan keunikan dan kekayaan budaya
Betawi, serta membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung
tentang keberadaan Setu Babakan sebagai pusat budaya Betawi di DKI Jakarta.

b. Faktor Pendorong

Secara umum, faktor-faktor pendorong kolaborasi dalam pengembangan pariwisata
Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan:

1. Dorongan Kolaborasi muncul karena kurangnya regulasi formal yang mewajibkan
kolaborasi antar-stakeholder, serta kerjasama yang masih didominasi oleh komunikasi
informal, bentuk regulasi, sifat kerjasama. Inovasi, kemampuan para aktor untuk menjalin
kerjasama, regulasi pemerintah dan kebutuhan ekonomi,

2. Insentif dalam kolaborasi terlihat dengan ketidakpastian dalam kolaborasi untuk
pengembangan destinasi perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan digambarkan
dengan tidak adanya regulasi yang mewajibkan masing-masing aktor berkolaborasi,
Adapun insentif masih dalam skala lokal yaitu dampak ekonomi bagi stakeholder
masyarakat dan pelaku UMKM, untuk pengelola kawasan insentif berupa upaya penataan
kawasan melalui kolaborasi.

3. Aktor-aktor, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, swasta, dan media, memiliki
hubungan saling ketergantungan yang kuat. Mereka tidak hanya bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama, tetapi juga saling memerlukan satu sama lain untuk
mempertahankan fungsi dan perkembangan kawasan.

4. Kepemimpinan inisiatif dan mendorong motivasi untuk berkolaborasi sudah tersedia
dalam Pengembangan Pariwisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Namun,
ketergantungan pada pimpinan untuk memulai setiap kolaborasi bisa membuat
kesinambungan kerjasama terhenti jika terjadi pergantian pimpinan atau perubahan
kebijakan. Kehadiran pimpinan hanya pada acara temporer atau hanya terfokus pada
inisiatif event spesifik.

c. Dinamika Kolaborasi

Secara keseluruhan, disimpulkan dinamika kolaborasi dalam pengembangan
destinasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan:

1. Principled Engagement dalam pengembangan Setu Babakan masih menghadapi
berbagai tantangan, terutama dalam hal berbagi informasi, diskusi formal, penyusunan
rencana aksi bersama, dan program tahunan. Meskipun ada upaya dari beberapa aktor
untuk berbagi informasi dan melakukan koordinasi, kurangnya forum formal dan struktur
yang terorganisir dengan baik menjadi hambatan utama kelangsungan kolaborasi.

2. Shared Motivation menunjukkan adanya motivasi bersama dari para aktor untuk
melestarikan budaya Betawi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pariwisata di Setu Babakan. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi kendala, terutama
terkait kurangnya forum formal dan tidak adanya MoU yang resmi untuk mengikat kerja



YS, Rahayu,JPP Volume 5 (1) (2025) 01-14

sama jangka panjang. Meskipun sudah ada inisiatif seperti FGD dan dialog informal,
pelaksanaannya belum konsisten dan keterlibatan semua pihak belum optimal.

3. Capacity for Joint Action dalam pengembangan Setu Babakan menunjukkan bahwa
meskipun telah ada upaya kolaborasi dari berbagai pihak, kurangnya SOP yang jelas,
forum formal, serta koordinasi antar stakeholder menjadi tantangan utama. Diperlukan
SOP yang lebih terperinci, pembagian tugas yang lebih terstruktur, serta peran mediator
yang lebih kuat dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, pemanfaatan fasilitas pendukung
harus dioptimalkan, dan promosi melalui media sosial perlu ditingkatkan untuk
memperkuat posisi Setu Babakan sebagai destinasi wisata.

d. Strategi: Tindakan Kolaborasi, Hasil dan Adaptasi

Dalam Tindakan Kolaborasi, perlu melakukan berbagai bentuk kerjasama, seperti
pembentukan MoU, pembentukan tim kerja kolaboratif atau forum koordinasi, penyusunan
SOP kolaborasi, dan forum diskusi serta lokakarya untuk menyelaraskan visi setiap aktor.
Platform digital juga dikembangkan untuk mendukung interaksi, dengan tujuan meningkatkan
kualitas destinasi wisata Hasil dari kolaborasi ini adalah peningkatan kepercayaan antar
pihak, efektivitas dalam pengambilan keputusan, koordinasi yang konsisten, serta hubungan
yang lebih kuat dan komunikasi yang efisien. Dalam proses adaptasi, strategi promosi wisata
diperbaharui, tujuan kolaborasi disesuaikan dengan perkembangan, dan platform digital
digunakan sebagai alat interaktif yang terintegrasi. Feedback dari survei digital juga menjadi
acuan penyempurnaan program dan fasilitas wisata Setu Babakan.

Gambar 4. Strategi Collaborative Governance Regime
Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Sebagai
Destinasi Wisata
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Sumber: analisis Peneliti, 2024
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Tabel 3. Matriks Action Plan Strategi Collaborative Governance

Pengembangan Destinasi Wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Program

Pengembangan 1.

Destinasi
Wisata
Perkampungan
Budaya Betawi
Setu Babakan

Kegiatan

Membentuk  Tim
Kerja Kolaboratif
atau Forum
Koordinasi Tata
Kelola  Destinasi
Wisata
Perkampungan
Budaya Betawi
Setu Babakan
Membentuk
kerjasama berupa
Memorandum  of
Understanding
(MoU) Penataan
Fasilitas Destinasi
Wisata dan
Pengembangan
SDM pengelola
Destinasi  Wisata
Perkampungan
Budaya Betawi
Setu Babakan
Menyusun Standar
Operasional
Prosedur
Pelaksanaan
Koordinasi Sektor
Pendukung
Pariwisata,
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata dan
Pelaksanaan
Kerjasama
Pengembangan
Atraksi Wisata
Setu Babakan
Mengadakan
forum diskusi atau
lokakarya
Pengembangan
Perkampungan

(SOP)

Tahun

Penangung

jawab

Sekretariat
Daerah, Biro
Organisasi

Dinas
Pariwisata
dan Ekraf,
Disbud,
Pengelola
Wisata

Dinas
Pariwisata
dan Ekraf,
Pengelola
Wisata

Bappeda,
Dinas
Pariwisata
dan Ekraf,
Disbud,

Surat Keputusan Pimpinan
Daerah Tim Kerja
Kolaboratif atau Forum
Koordinasi Tata Kelola
Destinasi Wisata
Perkampungan  Budaya
Betawi Setu Babakan

MoU dengan stakeholder
potensial

SOP Pelaksanaan
Koordinasi Sektor
Pendukung Pariwisata,
SOP Pengembangan

Kemitraan Pariwisata dan

SOP Pelaksanaan
Kerjasama
Pengembangan  Atraksi

Wisata Setu Babakan

Lokakarya Potensi Budaya
Betawi Setu Babakan,
Lokakarya Inovasi Atraksi
Wisata Berbasis Budaya
Betawi Setu Babakan,
Forum Diskusi Peran
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Budaya Betawi Pengelola Akademisi dalam

Setu Babakan Wisata Pengembangan  Wisata
Setu Babakan, Lokakarya
Strategi Promosi Digital
Setu Babakan

Mengembangkan Dinas Tersedia platform berbasis

Platform Digital Pariwisata website/ aplikasi interaktif

Promosi  Wisata dan Ekraf, dan mampu menjaring

Budaya Betawi Disbud masukan dan komunikasi
untuk pariwisata

Penyusunan Bappeda, Dokumen regulasi terkait

Peraturan Daerah Dinas dokumen perencanaan /

terkait ~dokumen Parekraf masterplan

perencanaan/ pengembangan destinasi

Masterplan wisata Perkampungan

Perkampungan Budaya Betawi

Budaya Betawi Babakan

sebagai upaya

peningkatan

prioritas status

pengembangan

destinasi Setu

Babakan

Sumber: hasil analisis Peneliti, 2024

SIMPULAN

Penelitian tentang collaborative governance di Perkampungan Budaya Betawi Setu
Babakan menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata ini masih belum maksimal,
meskipun Setu Babakan merupakan pusat budaya Betawi terbesar di DKI Jakarta. Kurangnya
sinergi antar-pemangku kepentingan menghambat Setu Babakan dalam mengembangkan
potensinya sebagai destinasi wisata budaya. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi
pengembangan ini meliputi keragaman atraksi, kebutuhan dokumen perencanaan,
keterlibatan masyarakat, infrastruktur, serta upaya promosi budaya Betawi yang efektif.

Dari analisis collaborative governance, terlihat bahwa pengembangan Setu Babakan
sangat membutuhkan Kketerlibatan berbagai aktor, meski interaksi antar-pemangku
kepentingan masih belum memiliki struktur formal dan lebih mengandalkan komunikasi
informal. Tantangan dalam kolaborasi ini termasuk ketiadaan MoU yang resmi, kebutuhan
akan SOP yang lebih rinci, dan pentingnya peran mediator untuk membantu menyelesaikan
perbedaan pandangan. Langkah-langkah yang disarankan dalam kolaborasi ini meliputi
penyusunan MoU, pembentukan tim kerja, pembuatan SOP kolaborasi, dan pengembangan
platform digital untuk memfasilitasi komunikasi.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, penelitian ini merekomendasikan
pembentukan forum atau platform kolaborasi terstruktur, dialog terbuka antara pemerintah
dan masyarakat, serta regulasi formal sebagai dasar kolaborasi. Dengan komunikasi yang
lebih aktif serta keterlibatan media, diharapkan Setu Babakan dapat menjadi pusat budaya
Betawi yang representatif di tengah kemajuan Jakarta. Selain itu, inisiatif DKI Jakarta sebagai
kota global dapat diperkuat melalui promosi Setu Babakan sebagai destinasi wisata budaya,
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sehingga perannya dalam program wisata DKI Jakarta semakin diakui dan mendapat
perhatian.
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